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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 

merupakan salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, 

maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala 

Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  

2. Neraca;  

3. Laporan Operasional (LO); 

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan; 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan 

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 antara lain 

merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan 

selama TA. 2023 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan merupakan 

penyajian  informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

Secara  spesifik, tujuan  pelaporan  keuangan  Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tahun 2023 adalah untuk 
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menyajikan informasi yang berguna untuk  pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya 

yang dipercaya kepadanya, dengan : 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitasi dana pemerintah; 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; dan 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Penyusunan laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 ini 

mengacu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; 

5. Peraturan Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai. 
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1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab 

sebanyak 6 Bab terdiri dari: 

 

 Bab I. Pendahuluan 

 Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan: 

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; 

- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan; 

- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

 Bab II.  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

  Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan: 

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan; 

- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan. 

Bab III.  Kebijakan Akuntansi 

  Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan: 

- Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah; 

- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan; 

- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan; 

- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam standar akuntansi 

pemerintahan. 

- Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO 

- Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset 

- Penerapan Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas 

Bab IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 

 Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan: 

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan 

yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Operasional (LO), Laporan Neraca yang meliputi aset, 

kewajiban dan ekuitas dana; 
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- Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang 

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 

pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, 

untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual. 

 

 Bab V.  Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan 

dengan susunan organisasi, tugas Pokok dan Fungsi pada 

masing masing bidang yang ada pada  Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, serta Tugas 

Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan 

Kota Binjai. 

 

Bab VI.  Penutup 
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BAB II 

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD 

 

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

 

Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas 

Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai ditetapkan 

sebesar Rp.13.010.731.138,00 untuk Pendapatan Asli Daerah dan 

Rp.9.262.732.810,00 untuk Belanja Daerah, yang terdiri dari  

Rp.9.235.766,00 untuk Belanja Operasional dan Rp.26.966.160,00 

untuk Belanja Modal.  

Realisasi target kinerja keuangan Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai selama tahun 2023 dapat 

dilihat secara ringkas pada tabel berikut: 

 

Tabel Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan  

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Binjai Tahun 2023 

 
 

Uraian 
Anggaran 2023 Realisasi 2023 Lebih/(Kurang) 

(Rp) (Rp) (Rp) 

1 2 3 4 

Pendapatan 13.010.731.138,00 1.060.549.610,00 11.950.181.528,00 

Belanja  9.262.732.810,00 7.461.050.850,00 1.801.681.960,00 

 Belanja 
Operasional 

9.235.766.650,00 7.455.150.850,00 1.780.615.800,00 

 Belanja Modal 26.966.160,00 5.900.000,00 21.066.160,00 

Surplus/(Defisit) 3.747.998.328,00 (6.400.501.240,00) (2.652.502.912,00) 

 

  

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, secara umum Realisasi 

Pendapatan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Binjai sebesar  Rp.1.060.549.610,00 dari target yang telah ditetapkan 

sebesar Rp.13.010.731.138,00. Sedangkan realisasi belanja sebesar 
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Rp.7.461.050.850,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar  

Rp.9.262.732.810,00. Sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja 

daerah sebesar Rp.3.747.998.328,00.  Sementara itu untuk 

surplus/(defisit) sebesar (Rp.2.652.502.912,00). 

 

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang  

Telah Ditetapkan. 

2.2.1. Bidang Pendapatan Daerah 

Permasalahan prinsip yang dimiliki oleh seluruh daerah otonom 

pada umumnya adalah terbatasnya sumber dana pendapatan yang 

dimiliki. Permasalahan yang dihadapi Kota Binjai, khususnya Dinas 

Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdaganggan Kota Binjai dalam 

upaya meningkatkan pendapatan daerah  sebagai berikut: 

1. Penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum 

mencerminkan potensi yang sebenarnya; 

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 

3. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana 

operasional di lapangan; 

4. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di 

lapangan. 

 

2.2.2. Bidang Belanja Daerah 

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 dapat dilihat 

masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi 100%. Secara umum 

beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi adalah belanja yang 

tidak optimal antara lain disebabkan SDM aparatur yang belum memadai, 

sarana dan prasarana yang belum optimal, masih adanya kekhawatiran 

akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan 

implementasi peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya 

mengalami perubahan. 
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BAB III 

Kebijakan Akuntansi 

 

 Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-

aturan dan praktek-praktek yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Binjai per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut: 

3.1.   Entitas Pelaporan 

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai disusun dengan mengacu pada format yang 

disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. 

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 

Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023. Mata uang yang 

digunakan adalah Rupiah . 

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ 

pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelengarakan akuntansi 

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 

pelaporan.  

 

3.2.   Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas 

Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yaitu basis 

kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran,  pendapatan-LO dan beban dalam Neraca, 

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.  

 Pada tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai sudah menerapkan basis akrual dalam 
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penatausahaan keuangannya dan telah menerapkan basis akrual dalam 

penyusunan laporan keuangan.  

  Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 

dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan. 

 Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa 

pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima 

oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada 

saat kas dikeluarkan dari kas daerah. 

 Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan 

ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada 

saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan 

pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas 

daerah. 

 

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan    

Keuangan 

 

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas 

penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). 

Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, 

dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah 

menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar 

pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan 

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal 

dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini 

karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis 

pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan 

keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus 

cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang 
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menggunakan basis pengukuran tersebut. 

 

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan 

yang Ada di Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai  2015 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, serta Peraturan 

Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Wali Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Binjai. 

 

3.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO 

 

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Perdagangan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian Perdagangan yang diakui sebagai penambah ekuitas 

dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima 

aliran kasnya. 

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas 

Umum daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang 

(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada penerimaan maupun 

pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA. 

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Binjai yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam 

periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran 

kasnya. 
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Pendapatan-LO diakui pada saat: 

a. Pemko Binjai memiliki hak atas pendapatan; 

b. Pemko Binjai menerima kas yang berasal dari pendapatan. 

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya: 

a. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, dan retribusi parkir; 

b. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak reklame, 

retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan. 

 

3.6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset 

 

Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  

dimiliki  oleh  Pemerintah Kota Binjai  sebagai  akibat  dari  peristiwa  

masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat  ekonomi  dan/atau  social  di masa  

depan  diharapkan  dapat  diperoleh  oleh Pemerintah Kota Binjai, serta  

dapat  diukur  dalam  satuan  uang, termasuk  sumber  daya  non  

keuangan  yang  diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  

umum  dan  sumber-sumber  daya  yang  dipelihara  karena  alasan  

sejarah  dan  budaya. 

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang, dan persediaan. Persediaan  mencakup  barang  atau  

perlengkapan  yang  dibeli  dan  disimpan  untuk  digunakan, misalnya  

barang  pakai  habis  seperti  alat  tulis  kantor, barang  tak habis pakai 

seperti  komponen  peralatan  dan  pipa, dan barang bekas pakai seperti  

komponen bekas. 

Aset  Tetap  adalah  Aset  berwujud  yang  mempunyai  masa  

manfaat  lebih  dari  12  (dua belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  

kegiatan  Pemerintah Kota Binjai  atau dimanfaatkan  oleh  masyarakat  

umum. 

Pengukuran aset adalah sebagai berikut: 

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal; 

2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; 

3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal; 
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4) Persediaan dicatat sebesar: 

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti 

donasi/rampasan. 

 

3.7. Penerapan Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

Pemerintah Kota Binjai.  

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka panjang. 

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun 

berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau 

digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan 

diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang 

demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan 

jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 

 

 Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak 

berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan 

pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan 

secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka 

pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum 

persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban 

pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.  

Ekuitas  adalah  kekayaan  bersih  pemerintah yang merupakan 

selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah pada tanggal laporan. 

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE. 
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BAB   IV 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

    Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap 

Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar 

penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri : 

 

4.1.   LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realiasasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Binjai dapat dilihat pada rincian Laporan 

Keuangan ini. 

 

1.   Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

1.060.549.610,00 1.334.659.777,00 

 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ádalah pendapatan yang diperoleh 

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) Kota Binjai. 
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Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai mengalami penurunan pada tahun 2023. 

Realisasi Pendapatan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar 

Rp.1.060.549.610,00 dan Rp. 1.334.659.777,00. Ada penurunan 

Pendapatan–LRA tahun 2023 sebesar RP.274.110.167,00 atau 1,26 % 

dari tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai berasal dari pendapatan 

retribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

Tabel Rincian Retribusi Daerah Yang dipungut Disnakerperindag  

Tahun 2023 

 

No 
Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Target 2023 Realisasi 2023 
(%) 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 

A. Retribusi Daerah 12.948.231.138,00 1.056.429.610,00 8,16 % 

I. Retribusi Jasa Umum 1.586.031.138,00 985.325.860,00 62,13 % 

1 
Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 

593.473.120,00 225.972.000,00 38,08 % 

2 Retribusi Pelayanan Pasar 992.558.018,00 759.353.860,00 76,50 % 

II. 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

11.362.200.000,00 71.103.750,00 0,63 % 

1 
Retribusi Penyewaan 
Tanah dan Bangunan  

11.362.200.000,00 71.103.750,00 0,63 % 

B. 
Lain – Lain PAD yang 
Sah 

62.500.000,00 4.120.000,00 6,59 % 

I. 
Pendapatan Denda 
Retribusi Daerah 

62.500.000,00 4.120.000,00 6,59 % 

1 
Pendapatan Denda 
Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang 

7.500.000,00 4.120.000,00 54,93 % 

2 
Pendapatan Denda 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

55.000.000,00 0,00 0,00 % 

  Total  13.010.731.138,00 1.060.549.610,00 8,15 % 



 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI 
TAHUN 2023 

 

14 

 

 

2. BELANJA – LRA 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

7.461.050.850,00 7.314.690.266,00 

 

Pada Tahun Anggaran 2023 secara umum realisasi belanja tidak 

melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi 

belanja sebesar Rp.7.461.050.850,00 dari Pagu anggarannya sebesar 

Rp.9.262.732.810,00 atau 80,55% dari anggaran. Pendapatan dan 

Belanja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Binjai tahun 2023 terdiri dari : 

 

Tabel Rincian Realisasi Anggaran  

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai  

Tahun 2023 
 

URAIAN 
ANGGARAN 2023 

(Rp) 
REALISASI 2023 

(Rp) 
(%) 

PENDAPATAN DAERAH 

  PENDAPATAN  

Retribusi Daerah 

Lain-lain PAD yang Sah 

 

13.010.731.138,00 

13.010.731.138,00 

12.948.231.138,00 

62.500.000,00 

1.060.549.610,00 

1.060.549.610,00 

1.056.429.610,00 

4.120.000,00 

8,15 

8,15 

8,16 

6,59 

 

BELANJA DAERAH 
 

9.262.732.810,00 7.461.050.850,00 80,55 

  BELANJA OPERASI 9.235.766.650,00 7.455.150.850,00 80,72 

 Belanja Pegawai 3.660.211.862,00 3.451.693.366,00 94,30 

 Belanja Barang dan Jasa 5.575.554.788,00 4.003.457.484,00 71,80 

        
  BELANJA MODAL 26.966.160,00 5.900.000,00 21,88 

 Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

26.966.160,00 5.900.000,00 21,88 

        
SURPLUS / (DEFISIT) 3.747.998.328,00 (6.400.501.240,00) (170,77) 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (SILPA) 

3.747.998.328,00 (6.400.501.240,00) (170,77) 
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Rincian Belanja Pegawai Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut: 

 

NAMA BELANJA 
ANGGARAN 

TAHUN 2023 
REALISASI TAHUN 

2023 
LEBIH/ 

(KURANG) 

BELANJA PEGAWAI 3.660.211.862,00  3.451.693.366,00  208.518.496,00 

Belanja Gaji dan Tunjangan  2.346.643.862,00  2.286.923.046,00  59.720.816,00 

  Belanja Gaji Pokok PNS 1.686.603.436,00  1.686.203.934,00  399.502,00 

  Belanja Tunjangan Keluarga 176.281.267,00  175.333.087,00  948.180,00 

  Belanja Tunjangan Jabatan 164.051.200,00  164.050.000,00  1.200,00 

  
Belanja Tunjangan Fungsional 
Umum 

46.720.000,00  45.795.000,00  925.000,00 

  Belanja Tunjangan Beras 105.009.000,00  104.357.220,00  651.780,00 

  
Belanja Tunjangan 
PPh/Tunjangan Khusus 

3.861.531,00  3.352.107,00  509.424,00 

  Belanja Pembulatan Gaji 37.185,00  27.173.,00  10.012,00 

  
Belanja Iuran Jaminan 
Kesehatan 

140.030.355,00  93.941.612,00  46.088.743,00 

  Belanja Subsidi JKK 6.012.447,00  3.465.710,00  2.546.737,00 

  Belanja Subsidi JKM 18.037.441,00  10.397.203,00  7.640.238,00 

Belanja Tambahan Penghasilan 
PNS 

1.220.108.000,00  1.081.830.320,00  138.277.680,00 

  
Belanja Tambahan 
Penghasilan Berdasarkan 
Beban Kerja 

1.220.108.000,00  1.081.830.320,00  138.277.680,00 

 Belanja Honorarium 93.460.000,00  82.940.000,00  10.520.000,00 

 
Belanja Honorarium 
Penanggungjawaban Pengelola 
Keuangan 

92.100.000,00  82.260.000,00  9.840.000,00 

 
Belanja Honorarium 
Pengadaan Barang/Jasa 

1.360.000,00  680.000,00  680.000,00 
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Rincian Belanja Barang dan Jasa Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 dapat disajikan 

sebagai berikut:  

 

NAMA BELANJA 
ANGGARAN  

TAHUN 2023 
REALISASI  

TAHUN 2023 
LEBIH/ 

(KURANG) 

BELANJA BARANG DAN JASA 5.575.554.788,00 4.003.457.484,00 1.572.097.304,00 

Belanja Barang 682.990.378,00 513.142.542,00 169.847.836,00 

Belanja Bahan Pakai Habis 682.990.378,00 513.142.542,00 169.847.836,00 

Belanja Jasa 3.635.175.350,00 2.862.243.857,00 772.931.493,00 

Belanja Jasa Kantor 3.365.185.828,00 2.687.132.085,00 678.053.743,00 

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25.200.000,00 24.169.272,00 1.030.728,00 

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 244.789.522,00 150.942.500,00 93.847.022,00 

Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan 
Irigasi 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Pemeliharaan 908.195.060,00 557.806.000,00 350.389.060,00 

Belanja Pemelliharaan Peralatan 
dan Mesin 

402.800.000,00 217.318.941,00 185.481.059,00 

Belanja Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan 

480.395.060,00 340.487.059,00 139.908.001,00 

Belanja Pemeliharaan Jalan, 
Jaringan dan Irigasi 

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 

Belanja Perjalanan Dinas 349.194.000,00 70.265.085,00 278.928.915,00 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri 

349.194.000,00 70.265.085,00 278.928.915,00 
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Rincian Belanja Modal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut: 

 

NAMA BELANJA 
ANGGARAN 
TAHUN 2023 

REALISASI 
TAHUN 2023 

LEBIH/ 
(KURANG) 

BELANJA MODAL 26.966.160,00  5.900.000,00  21.066.160,00 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.966.160,00  5.900.000,00  21.066.160,00 

  Belanja Modal Alat Laboratorium 12.600.000,00  0,00 12.600.000,00 

  Belanja Modal Komputer 14.366.160,00 5.900.000,00 8.466.160,00 

 

 

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 

 

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 

yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh Dinas 

Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam satu 

periode pelaporan unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam 

laporan operasional sebagai berikut : 

 

 

1. Pendapatan-LO 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

1.060.549.610,00 1.334.659.777,00 

 

Pendapatan LO adalah Hak Pemerintah Pusat /Daerah yang diakui 

sebagai Penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dibayar kembali. 
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Pendapatan-LO diakui pada saat : 

1. Timbulnya Hak atas Pendapatan : 

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 

pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam 

kategori ini adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu 

pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk 

menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam 

kategori ini adalah pendapatan retribusi. 

2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya 

ekonomi 

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang 

telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya 

penagihan. Adapun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini 

adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. 

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu 

dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat nettonya 

(setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Dalam hal besaran 

pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel 

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih 

dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat 

dikecualikan. 

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recuring) atas 

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO yang 

terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai 

pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan 

pengembalian yang sifatnya tidak berulang (recurring) atas 
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pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan 

sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan 

pengembalian tersebut. 

Pendapatan-LO yaitu penjumlahan Pendapatan LRA dengan piutang 

pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) 

dikurang piutang tahun-tahun sebelumnya dan dikurangi dengan 

koreksi. Koreksi dapat berupa pendapatan diterima dimuka, Koreksi 

piutang, Koreksi lebih atau doubel bayar, koreksi pemindahan akun 

dan sebagainya. 

Pendapatan-LO  Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-

masing sebesar Rp.1.060.549.610,00 dan Rp. 1.334.659.777,00.  

Adapun Rincian Pendapatan- LO adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Rincian Pendapatan-LO   

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai  

Tahun 2023 dan Tahun 2022 
 

Uraian 

SALDO SALDO KENAIKAN/ 

(%) 2023 2022 (PENURUNAN) 

(Rp) (Rp) (Rp) 

PENDAPATAN – LO 1.060.549.610,00 1.334.659.777,00 (274.110.167,00) (20,54) 

Pendapatan Asli Daerah 
– LO 

1.060.549..610,00 1.334.659.777,00 (274.110.167,00) (20,54) 

Pendapatan Retribusi 
Daerah – LO 

1.056.429.610,00 1.325.882.277,00 (269.452.667,00) (20,32) 

Lain – Lain PAD yang Sah 
– LO 

4.120.000,00 8.777.500,00 (4.657.500,00) (53,56) 

     

 

Tabel diatas menunjukkan Pendapatan-LO TA 2023  mengalami 

penurunan sebesar Rp.274.110.167,00 atau  20,54% dari tahun 2022.  

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan 

Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

pemungutan-pemungutan pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 pada 

Pemko Binjai didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah.  
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1.1 Retribusi Daerah-LO 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

1.056.429.610,00 1.325.882.277,00 

 

Jumlah realisasi PAD-LO Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai yang berasal dari Retribusi Daerah sampai 

dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.056.429.610,00 

dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp.1.325.882.277,00 

terjadi penurunan sebesar Rp.269.452.667,00 atau  20,32 % dari 

tahun 2022.  

 

1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

4.120.000,00 8.777.500,00 

 

Jumlah realisasi pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-

LO Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Binjai per 31 Desember 2023 terjadi penurunan sebesar 

Rp.4.657.500,00 atau 53,06 % dari tahun 2022 .  

 

2. Beban-LO 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

11.947.334.316,00 11.019.491.699,91 

 

 

Pada Laporan Operasional Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Binjai, akumulasi beban hanya berasal dari beban 
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operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.947.334.316,00 yang 

terdiri dari Beban Pegawai-Lo sebesar  Rp.3.427.512.526; Beban Barang 

Jasa sebesar Rp.4.000.088.749; Beban Penyusutan sebesar 

Rp.4.519.733.041; dan Amortasi tidak ada realisasi. Uraian mengenai 

Beban Operasional-LO sebagai berikut: 

 

 
 

Tabel Rincian Beban-LO  

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Binjai Tahun 2023 

 

 

Uraian 
Saldo  2023 Saldo 2022 

Kenaikan/  
Penurunan 

Rp Rp Rp 

BEBAN-LO 11.947.334.316,00 11.019.491.699,91 927.842.616,09 

Beban Pegawai - LO 3.427.512.526,00 3.460.868.186,00 (33.355.660,00) 

Beban Barang dan Jasa 4.000.088.749,00 3.012.974.472,00 987.114.276,00 

Beban Penyusutan dan 
Amortisasi 

4.519.733.041,00 4.545.649.041,00 (25.916.000,00) 

 

 

3. Surplus/Defisit-LO 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

(10.886.784.706,00) (9.684.831.922,91) 

 

Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2023 pada Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai mengalami defisit sebesar 

Rp.10.886.784.706,00. Angka ini merupakan selisih antara Pendapatan-

LO dengan Beban. Sedangkan untuk tahun 2022 defisit sebesar 

Rp.9.684.831.922,91. 
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4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca 

1. ASET 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

73.015.270.450,55 77.526.056.556,55 

 

Jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp.73.015.270.450,55 dan 

tahun 2022 sebesar Rp.77.526.056.556,55 terdiri dari Aset 

Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.  

 

1.1 Aset Lancar 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

4.826.935,00 1.780.000,00 

 

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat 

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.  

 

Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Binjai masing-masing Rp.4.826.935,00 dan Rp.1.780.000,00. 

Adapun rincian aset lancar sebagai berikut: 

 

   2023 2022 

   (Rp) (Rp) 

ASET LANCAR   

 Persediaan 4.826.935,00  1.780.000,00 

 Barang Pakai Habis 4.826.935,00 1.780.000,00 

JUMLAH ASET LANCAR 

 

4.826.935,00 1.780.000,00 
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1.2 Persediaan 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

4.826.935,00 1.780.000,00 

 

 

Persediaaan Barang habis pakai pada akhir tahun 2023 dan 2022 

di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 

masing-masing sebesar Rp.4.826.935,00 dan Rp. 1.780.000,00. Berikut 

daftar persediaan akhir  Tahun 2023: 

 

Tabel Rincian Persediaam Akhir Tahun 2023 

KETERANGAN 

BARANG PAKAI HABIS 

Alat Tulis 
Kantor 

Kertas dan 
Cover 

Bahan 
Komputer 

JUMLAH 
SALDO 
AKHIR 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

DisnakerPerindag  
Kota Binjai 

1.181.995,00 2.160.420,00 1.484.520,00 4.826.935,00 

 

 

 

 

1.2 Aset  Tetap 
 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

72.868.541.857,55 77.382.374.898,55 
 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP 

No.7). Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 

masing-masing Rp.72.868.541.857,55 dan  Rp.77.382.374.898,55.  
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Rincian aset tetap  selama Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel Rincian 

Aset Tetap Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan  

Kota Binjai Tahun 2023 
 

 

URAIAN 
2023 2022 

(Rp) (Rp) 

ASET TETAP     

  Tanah 16.848.209.229,21 16.848.209.229,21 

  Peralatan dan Mesin 7.026.204.579,00 7.020.304.579,00 

  Gedung dan Bangunan 95.966.565.212,34 95.966.565.212,34 

  Jalan, Irigasi, dan Jaringan 290.915.080,00 290.915.080,00 

  Aset Tetap Lainnya 9.125.000,00 9.125.000,00 

  Akumulasi Penyusutan (47.272.477.243,00) (42.752.744.202,00) 

JUMLAH ASET TETAP 72.868.541.857,55 77.382.374.898 ,55 

 

 

1. Tanah 

Untuk nilai aset tetap dari Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.16.848.209.229,21 dan 

Rp.16.848.209.229,21.  Tidak ada mutasi 

(penambahan/pengurangan) pada Aset Tanah dari Tahun 2022 ke 

Tahun 2023.  

 

2. Peralatan dan Mesin 

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing senilai Rp.7.026.204.579,00 dan 

Rp.7.020.304.579,00. Terjadi kenaikan pada Aset Peralatan dan 

Mesin Tahun 2023 sebesar Rp.5.900.000,00. 
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3. Gedung dan Bangunan 

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing senilai Rp.95.966.565.212,34 dan 

Rp.95.966.565.212,34. Tidak ada mutasi 

(penambahan/pengurangan) pada Aset Gedung dan Bangunandari 

Tahun 2022 ke Tahun 2023. 

 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringanper 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing senilai Rp.290.915.080,00 dan          

Rp.290.915.080,00. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan)  

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan  dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. 

 

5. Aset Tetap Lainnya 

Saldo Aset Tetap Lainnya  per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 masing-masing senilai Rp.9.125.000,00 dan 

Rp.9.125.000,00. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan)  

Aset Tetap Lainnya  dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. 

 

6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 masing-masing senilai (Rp.47.272.477.243,00) 

dan (Rp.42.752.744.202,00). Terjadi kenaikan Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2023 sebesar 

(Rp.4.519.733.041,00). 

 

 

1.3 Aset  Lainnya 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

141.901.658,00 141.901.658,00 
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Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi 

jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset non lancar lainnya 

diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya 

adalah: (1) aset tak berwujud, (2) tagihan penjualan angsuran yang jatuh 

tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan, (3) Tuntutan Ganti Rugi, (4) aset 

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan (5) kas yang dibatasi 

penggunaannya.  

 

Rincian Aset Lainnya pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Binjai per 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

 

 

   2023 2022 

   (Rp) (Rp) 

ASET LAINNYA   

Aset Tidak Berwujud 129.580.000,00 129.580.000,00 

Aset Lain-lain 

Akumulasi Amortisasi Tidak 

Berwujud 

141.901.658,00 

(129.580.000,00) 

 

141.901.658,00 

 (129.580.000,00) 

 

Jumlah Aset lainnya 141.901.658,00 141.901.658,00 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa saldo Aset Lainnya per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai 

Rp.141.901.658,00 dan Rp.141.901.658,00. Tidak ada mutasi 

(penambahan/pengurangan)  Aset Lainnya  dari Tahun 2022 ke 

Tahun 2023. 

 

 

2. Kewajiban 
 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

498.072.409,00 934.118.439,91 
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Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah (PSAP No.9). Kewajiban pada Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tahun 2023 dan tahun 2022 

masing-masing sebesar Rp.498.072.409,00 dan Rp.934.118.439,91. 

Ada mutasi (penambahan/pengurangan)  kewajiban  dari tahun 2022 ke 

tahun 2023 sebesar Rp.436.046.030,91. 

 

3. Ekuitas 

 

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 

(Rp) (Rp) 

 72.517.198.041,55 76.591.938.116,64 

 

Ekuitas pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 masing-masing sebesar Rp.72.517.198.041,55 dan 

Rp.76.591.938.116,64. Terjadi penurunan Ekuitas akhir pada 

tahun 2023 sebesar Rp.4.074.740.075,09. Rincian Ekuitas pada 

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 

tahun 2023 sebagai berikut: 

 

URAIAN 2023 2022 

 (Rp) (Rp) 

 EKUITAS AWAL 80.970.996.550,55 80.970.996.550,55 

 SURPLUS/DEFISIT-LO (9.684.831.922,00) 
 

(9.684.831.922,91) 
 

 RK - PPKD 6.400.501.240,00 
 

5.980.030.489,00 
 

 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 
 

  

  Lain - Lain 411.543.390,91 (674.257.000,00) 

 EKUITAS AKHIR 72.517.198.041,55 76.591.938.116,64 

 



 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI 
TAHUN 2023 

 

28 

 

Ekuitas awal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

masing-masing sebesar Rp.76.591.938.116,64 dan 

Rp.80.970.996.550,55. Terjadi penurunan Ekuitas dari Tahun 2022 ke 

Tahun 2023 sebesar Rp.4.379.058.433,91 sehingga Ekuitas Akhir Dinas 

Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai per 31 

Desember 2023 sebesar Rp.72.517.198.041,55. 
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BAB V 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai yang merubah nomenklatur 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai menjadi 

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Binjai melalui 

Sekretaris Daerah Kota Binjai. 

 

5.1  Susunan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 37 Tahun 2018 

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota 

Binjai. Organisasi Dinas Ketenagakerjann, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Binjai terdiri dari: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Keuangan dan Program. 

3. Bidang Ketenagakerjaan; 

4. Bidang Perindustrian; 

5. Bidang Perdagangan; 

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 

 

5.2   Tugas Pokok dan Fungsi  

Berdasarkan peraturan Wali Kota Binjai Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Binjai sebagai berikut: 

1. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 

merupakan unsur pelaksaan urusan pemerintahan bidang tenaga 

kerja, perindutrian perdagangan dan pasar yang dipimpin oleh 
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Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota melalui Sektretariat Daerah. 

2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Binjai bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan 

Pemerintahan Bidang Tenaga kerja, Perindustrian, Perdagangan dan 

Pasar dan tugas pembantuan. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Binjai menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, dan 

perdagangan dan pasar; 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, 

perdagangan dan pasar; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, 

perindustrian, perdagangan dan pasar; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja, 

perindustrian, perdagangan dan pasar; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam 

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, 

administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengakapan, 

keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, 

mengkoordinasikan bidang-bidang dan urusan umum lainnya. 

 

Bidang ketenagakerjaan 

Bidang ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang 

ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu dan melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang 

ketenagakerjaan. 

 

Bidang Perindutrian 

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perindustrian 

mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang Perindustrian. 

 

Bidang Perdagangan 

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perdagangan 

mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang Perdagangan. 

 

Unit Pelaksana Teknis 

Pembentukan unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan 

peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

 

5.3 Kegiatan Pokok  

Dalam Tahun 2023 kegiatan- kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung kegiatan pokok di Dinas Ketenagakerjaan, 

Perindustrian dan Perdagangan yaitu: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 

3. Program Penempatan Tenaga Kerja; 

4. Program Hubungan Industrial; 
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5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 

6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 

7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting; 

8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 

9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;  

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi  Industri Nasional;  
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